( REGISTRASI PENOMORAN
: Keputusan Walikota

Nomor : 650/421/DPRP/2020 No. Koreksi : 319
Tanggal : 20/05/2020

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Panitia Pertimbangan Penguasaan Tanah / Landreform Kota Palu
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Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Bagian Hukum Setda Kota Palu JDIH-CRAA 20/05/201!
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KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR

TENTANG

PANITIA PERTIMBANGAN PENGUASAAN TANAH / LANDREFORM
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KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

bahwa dalam rangka pelaksanaan penguasaan
tanah (landreform) secara terarah, terpadu dan
terkoordinasi di Kota Palu, perlu membentuk um;

 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan

Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasl
dan Tatakerja Penyelenggaraan Landreform,
Pemerintah Daerah perlu membentuk panitia

pertimbangan landreform;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panita
Pertimbangan Penguasaan Tanah / Landreform

Kota Palu;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2013);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang

. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1l Palu

gara Republik Indonesia Tahun 1994

(Lembaran Ne
egara Republik

Nomor 38, Tambahan Lembaran N
Indonesia Nomor 3555);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran ~ Negara
Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
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. Undang-Undang Nomor 2

l;l“d““g'Undung Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor  68);

Tahun 2012 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untu
Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 0014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

ahun 2014 tentang
(Lembaran Negara
014 Nomor 292,
blik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 T
Administrasi Pemerintahan

Republik Indonesia Tahun 2
Tambahan Lembaran Negara Repu

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280,
Tambahan Lembaran Negara 2322) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan
Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara 2702);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996
tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3643);
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Pe Velenggaraan Pengadaan  Tanah  bagi

Mbangunan ; &
(Lembaran N untuk . Kepennqgan Umum
Nomor 15 €gara Rgpubhk Indonesia Tahun 2012
den 6) sebagaimana telah diubah terakhir
‘ gan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015
éntang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan  untuk  Kepentingan ~ Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 366);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 8);

1. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang
Organisasi dan  Tatakerja  Penyelenggaraan
Landreform;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun
1981 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan
Landreform;

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1980 mengenai Perincian Tugas
dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA
PERTIMBANGAN PENGUASAAN TANAH /
LANDREFORM KOTA PALU.
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sebagaimina . "" Palu dengan susunan keanjgtaal
merupakan by tercantium  dalam !.amg.ufm yaNg
Wall Kot | aglan tidak terplaahban dart Reputusats
Ot ing
REDUA -
l‘nmlm Pertimbangan Penguasaan Tanah / Laanstlre fornss
k.nm Palu  sebagaimana dimaksud  dalam  Diktum
KESATU mempunyai tugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Wali Kota Palu mengenni segali
hal  yang  berkaitan  dengan  penyelenggarin
Landreform di wilayah Kota Palu

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan  ini dibebankan  kepada  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara melalui petikan Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilay#
Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Teng

Anggaran 2020.

Wb Badan
ah Tahun

KEEMPAT . Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
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KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG
PANITIA PERTIMBANGAN
PENGUASAAN TANAH /

LANDREFORM KOTA PALU

Wali Kota Palu

Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu

Kepala Sekai Penatasn Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Palu

| Kepala Kepolisian Resort Kota
falu

) Kepala [hnas Proataan Ruang
dan Pertanahan Kota Palu

3. Kepala Dinas Perianian dan
Ketahanan Pangan Kota Palu

4 Kepala Dinas Koperast, UMKM
dan Tenaga Kersa Kota Palu

5 Kepala Bagian Administrasi
Pemmerintahan Sekretanat Daerah

Kota Palu

6 Kepala Bagtan Hukum
Sekretanat Dacrah Kot Palu

7. Ketua DPC Himpunan
herukunan Tant Indonesia Kota
Palu

8. Kepala BPKH Wilayah XVI Palu

9. Kepala Sub Seksi Landreform
dan Konsolidasi Tanah pada
Kantor Pertanahan Kota Palu
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